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ABSTRAK
Nama Penyusun : Mariani
Nim : 10500110059
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Sunrang (Mas Kawin) dalam Perkawinan di
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
(Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)
Mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada calon mempelai
wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum
Islam. Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang
jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Apabila sudah disepakati
bentuk, jumlah dan jenisnya maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua
belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah mahar  ini diatur pada
pasal 30 sampai dengan pasal 38. Sunrang yaitu  Maskawin, yang berupa barang
berharga seperti emas dan biasa juga barang berharga yang tidak bisa bergerak
(dipindah), antara lain seperti sawah atau kebun. Dalam aqad nikah sundrang
disimbolkan dengan reala (real) hingga saat ini dan kuantitasnya berbeda menurut
adat sesuai dengan strata social dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Sunrang
(Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa
(Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)? Pokok masalah tersebut yang
akhinya memunculkan beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu:
1).Bagaimana kedudukan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan  menurut hukum
Adat dan hukum Islam ? 2).Bagaimana Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam
perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?
Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif dengan pendekatan
penelitian yang digunakan adalah: Metode pendekatan Yuridis dan Metode
pendekatan Histori. Adapun Sumber data penelitian ini adalah para Pemuka Agama,
Pemangku Adat, dan tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode wawancara dan studi dokementasi.  Adapun mengenai metode analisis
data, peneliti menggunakan analisis deduktif dan induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa tingkatan Sunrang
(maskawin) di Kecamatan Tinggimoncong (Buluttana), yaitu: Sunrang 16 real,
Sunrang 14 real, Sunrang 28 real. Dan mengenai pelaksanaan Sunrang dalam
perkawinan ini sudah benar berdasarkan hukum Adat dan hukum Islam, yang sama-
sama memandang bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh calon
mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan sebagai akibat dari adanya
perkawinan, meskipun dalam adat ditentukan Kadarnya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat Indonesia, sebab perkawinan itu tidak saja menyangkut pribadi
kedua calon suami istri saja tetapi menyangkut urusan keluarga dan urusan
masyarakat.1
Perkawinan adalah sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan.
Tidak ada satu pun lembaga di dalam masyarakat yang memiliki aturan yang begitu
ketat selain perkawinan.2 Adat dan syari’ah Islam bertaut sedemikian rupa didalam
sistem perkawinan sehingga terkadang sulit dibedakan unsur-unsur keduanya.
Bahkan ketika simbol-simbol status justru cenderung dikukuhkan kembali lewat
upacara perkawinan, pertautan antara Agama dan Adat itulah yang kemudian
membuat sistem perkawinan di Indonesia amat beragam.
Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan sudah
dianggap sah salah satu syaratnya adalah jika perkawinan itu telah sah dimata agama
1Asmin , Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1
tahun 1974 (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), h. 11.
2Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet, I;
Makassar :Indobis, 2006), h. 23.
2dan kepercayaan masing-masing. Yang pada umumnya berdasarkan ketentuan hukum
adat masing-masing.
Pada umumnya praktek upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh
bentuk budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan
masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.
Perkawinan atau pernikahan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria
dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama”. Nikah
adalah salah satu sendi pokok pergaulan masyarakat. Oleh karena itu agama
memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah
mampu, sehingga mala petaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat
dihindari.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3
Dalam perkawinan ada yang disebut  dengan mahar. Mahar atau mas kawin
menurut Al-Qur’an dan Hadits ialah merupakan Suatu pemberian khusus yang wajib
berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai
perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah sebagai salah satu
syarat  dalam perkawinan (pernikahan).
3Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3Mahar (maskawin), adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah.
Mahar merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.4
Mahar perkawinan biasanya dilaksanakan pada saat upacara perkawinan
sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan. Dibeberapa daerah
misalnya; di Aceh mahar perkawinan dinamakan jinamee, di Minahasa dinamakan
hoko, serta didaerah Melayu dinamakan dengan uang antaran yang artinya pengikat.5
Mahar dalam perkawinan masyarakat Buluttana Kecamatan Tinggimoncong
Kabupaten Gowa dikenal dengan istilah Sundrang yang berarti maskawin. Maskawin
ini dapat berupa  barang berharga seperti emas dan bisa juga barang  berharga yang
tidak bisa bergerak (dipindah), antara lain seperti sawah atau kebun yang diberikan
oleh pihak pria kepada pihak perempuan sebagai suatu syarat perkawinan.
Mahar yang menjadi hak isteri itu dapat diartikan sebagai tanda suami
sanggup memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri dalam hidup berumah
tangga, jadi tidak berarti pemberian itu sebagai pembelian atau sebagai upah bagi
isteri yang telah menyerahkan dirinya pada suamunya. Mahar hanya diberikan oleh
calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun
walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi
4M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Cet. II; Jakarta: Siraja
Prenada Media Group, 2006), h. 113.
5B. Ter Haar, Adat Law in Indonesia (Jakarta: Bathara, 1962), h. 198 -199.
4menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan
kerelaan si isteri.
Pemberian mahar kepada mempelai wanita merupakan salah satu perintah
Allah SWT yang harus dipenuhi sebagai konsikuensi dalam sebuah perkawinan. Hal
tersebut dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4) ayat 4 :





Terjemahnya :
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan,Kemudian jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.
(Q.S An-Nisa (4) : 4 )6
Makna dari ayat tersebut yakni:
1. Kata (تﺎﻗﺪﺻ) shadugat ,bentuk jamak dari ( ﺔﻗﺪﺻ) shadugah, yang
terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu
didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran
janji . Demikian Muhammad Thahir ibn Asyur. Dapat jga dikatakan
bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan
ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup
6Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II Jus 4-5-6 (Jakarta: Lentera Abadi,
2010), h. 114.
5istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak
membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam
yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari
segi kedudukan, maskawin sebagai lambang kesediaan suami
menanggung kebutuhan kehidupan istri, maka maskawin hendaknya
sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi.
2. Kata (ﺔﻠﺤﻧ) Nihlat. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa
mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama,
pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan
bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa
mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh
tuntunan agama atau pandangan hidupnya.
3. Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar
muncul dari lubuk hatinya. Kata (ﻦﺒط) thibna yang berarti mereka senang
hati, ditambah lagi denga kata (ﺎﺴﻔﻧ) nafsa (jiwa), untuk menunjukkan
betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa
tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun.
Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada
suami untuk membayar mahar kepada isterinya. Karena perintah itu tidak disertai
dengan qarinah yang menunjukkan kepada sunnah ataupun mubah, maka Ia
menghendaki kepada makna wajib. Jadi mahar adalah wajib bagi suami terhadap
6istrinya, karena tidak ada qarinah yang memalingkannya dari makna wajib kepada
makna yang lain. Jadi dapat dipahami bahwa adanya kewajiban suami membayar
maskawin buat isteri merupakan suatu keharusan. Maskawin itu adalah hak isteri
secara penuh. Dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau
sebagian darinya kepada siapapun, termasuk kepada suaminya.7
Ayat ini juga mengandung makna bahwa mahar yang diberikan kepada isteri
adalah merupakan pemberian dan bukan ganti rugi atau pembelian . Hal ini terbukti
apabila isteri telah menerima mahar yang telah diberikan, kemudian dengan suka rela
menyerahkan mahar tersebut kepada suaminya, maka hal tersebut tidak dianggap
suatu dosa. Dan jika seorang istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu
muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak
disalahkan. Akan tetapi, bila isetri dalam memberikan maharnya karena malu, atau
takut, maka tidak halal menerimanya.
Pemberian tersebut juga sebagai pertanda eratnya hubungan dan cinta yang
mendalam antara calon suami-isteri, di samping jalinan yang seharusnya menyelimuti
rumah tangga yang mereka bangun. Pemberian mahar suami juga sebagai lambang
kesungguhan suami terhadap isteri. Selain itu ia mencerminkan kasih sayang dan
kesediaan suami hidup bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan
rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap
isteri.
7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah (Lentera Hati), h. 328-329.
7Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas maka, judul yang penulis pilih
adalah: “Pelaksanaan Sunrang (MasKawin) dalam Perkawinan di  Kelurahan
Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa (Perbandingan Hukum
Adat dan Hukum Islam)”
B. Fokus Penelitian  Dan Deskripsi Fokus
Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkupnya
yang akan diteliti.
Untuk itu, fokus penelitiannya yaitu tentang bagaimanakah  kedudukan
Sunrang (mas kawin) dalam perkawinan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam dan
pelaksanaan Sunrang (maskawin) di Kelurahan Buluttana Kecamatan Tinggimoncong
Kabupaten Gowa.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Kedudukan Sunrang (maskawin) dalam Perkawinan menurut
Hukum Adat dan Hukum Islam serta siapa yang berhak atas Sunrang tersebut,
apakah mempelai perempuan atau orangtua mempelai ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Sunrang (maskawin) dalam Perkawinan di
Kelurahan Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa ?
8D. Kajian Pustaka
1. Mahar Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam
Sunrang yaitu Maskawin, yang berupa barang berharga seperti emas dan bisa
juga barang berharga yang tidak bisa bergerak (dipindah), antara lain seperti sawah
atau kebun. Dalam aqad nikah sundrang disimbolkan dengan reala (real) hingga saat
ini dan kuantitasnya berbeda menurut adat sesuai dengan strata social dan sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak.8
Sunrang yaitu maskawin yang ditetapkan adat menurut keadaan sosial  yang
membayar atau yang menerimanya.9
Sunrang adalah maskawin, suatu syarat mutlak menurut hukum agama (Islam)
yang dianut mayoritas suku Makassar dan Bugis. Sunrang adalah pemberian dari
pihak pria kepada pihak wanita, bisa berbentuk barang ataupun uang. Besarnya
sunrang ini berbeda-beda menurut adat dan ditentukan oleh kedudukan sosial
(derajat) dari orang-orang yang harusnya membayar dan memberi Sunrang.
Maskawin (mahar) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan
dengan hukum Islam.10
8Abd Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet, I;
Makassar:Indobis , 2006), h. 61.
9Hilman Hadikusuma, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia (Cet. Pertama;
Bandung: Alumni ,1997) , h. 177.
10Kompilasi Hukum Islam (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2001), h. 1.
9Mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai
ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang
istri kepada calon suaminya atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami
kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa”.11
Mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada calon mempelai
wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum
Islam. Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang
jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Apabila sudah disepakati
bentuk, jumlah dan jenisnya maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua
belah pihak.12
Maskawin (mahar) adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk
memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya.13
2. Kadar Sunrang (Maskawin) dalam Hukum Adat dan Hukum Islam
Dahulu sebelum kemerdekaan penggunaan reala (sundrang) terdiri atas
beberapa  tingkatan, yaitu :
a. Raja dan Keturunannya  120 real .
b. Bangsawan Tinggi 88 real.
11Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), h. 84.
12Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1995), h. 101.
13Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Hasnani, Potret Wanita Sholehah (Cet. III; Jakarta:
Penamadani, 2004), h. 88.
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c. Bangsawan menengah 44 real.
d. Bangsawan Bate Salapang Karaeng Palili 28 real.
e. Golongan Tu Maradekaya (orang biasa) 20 real.
f. Golongan Ata (budak) 10 real.14
Sedangkan sekarang mengalami perubahan yaitu 120 real, 88 real dan 44 real.
Di Gowa kadar sunrang terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu:
a. Bagi kerabat  raja 28 real
b. Kepala daerah adat 26 real
c. Orang biasa 20 real.15
Islam tidak menetapkan kadar serta had yang paling maksimal dan minimal
dalam menentukan mahar bagi seseorang wanita. Ia hanya bergantung kepada uruf
yaitu keadaan semasa dan suasana sesuatu tempat dan masyarakat. Sungguh pun
demikian, Islam menganjurkan agar kita mengambil jalan tengah yaitu tidak
meletakkan mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.
Mengenai besarnya mahar, para fukaha telah sepakat  bahwa  bagi mahar  itu
tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas
terendahnya  yaitu:
a. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madina dari kalangan
tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala
14Hilman Hadikusuma, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia (Cet. Pertama;
Bandung: Alumni ,1997), h. 177.
15Abd Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet. I;
Makassar :Indobis , 2006), h. 61.
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sesuatu yang dapat  menjadi harga  bagi sesuatu yang lain  dapat dijadikan
mahar.
b. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas
terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu
paling sedikit seperempat dinar emas  murni, atau perak seberat  tiga dirham,
atau bisa dengan barang  yang sebanding  berat emas  dan perak tersebut.
c. Imam Abu Hanifah  berpendapat  bahwa paling  sedikit mahar itu adalah
sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan  lima dirham, ada lagi
yang mengatakan empat puluh dirham.16
Dengan demikian dapat dipahami bahwa islam tidak menghendaki adanya
mahar yang berlebih-lebihan atau dengan kata lain Islam tidak menghendaki adanya
kadar atau jumlah mahar  yang terlalu tinggi, tentunya sebagai jalan untuk
mempermudah  terjalinnya  perkawinan antara yang satu dengan yang lainnya guna
membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kedudukan Sunrang (maskawin) dalam perkawinan
menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, serta siapa pihak yang berhak
atas sunrang tersebut.
16Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet. Ke IV; Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), h. 88.
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b. Untuk mengetahui pelaksanaan Sunrang (maskawin) dalam perkawinan
di Kelurahan Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dan
sebagai bahan pertimbangan atau saran yang berfungsi sebagai masukan
bagi masyarakat luas dalam hal pelaksaanaan Sunrang (maskawin) dalam
perkawinan khususnya bagi masyarakat adat (Kelurahan Buluttana
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa).
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi
pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Makassar sebagai bahan pemikiran dan
khasanah kepustakaan dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata
(perkawinan). Selain itu penelitian ini dapat menjadi acuan untuk
perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang
sejenis.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian dan Hukum Mahar (Mas Kawin)
Mahar secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda
bentuk abstrak atau masdar, yakni mahran atau kata kerja, yakni fi’il dari Mahara -
Yahmaru-Mahra, lalu dibakukan dengan kata mufrad, yakni mahra, sedangkan
pemakaian katanya Mahrahulmaratu disebut memberikan mahar kepada perempuan.
Jaala laha mahra artinya memberinya mahar.
Secara terminology, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami
kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta
kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan
perkawinan.1 Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya
yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan. Kemudian mengenai
definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan bahwa mahar
adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik
berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Dalam ilmu fiqih mahar atau maskawin mempunyai banyak nama, demikian
pula dalam al-Qur’an, maskawin sering disebut dengan sebutan yang berbeda-beda,
kadangkala disebut dengan shadaq, nihlah, faridhah, atau arjun, dan ‘alaiq. Yang
1Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
h. 84.
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dimaksud Al-shadaqah adalah sebagai ungkapan rasa percaya seorang laki–laki
kepada perempuan dan ia merupakan sesuatu yang wajib. Mahar juga disebut sadaq,
karena ketika perempuan diberi haknya, ia oleh laki-laki (calon suami) dipandang
sebagai teman setia yang akan menjadi pendamping hidup.2
Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar-nya, mengungkapkan bahwa dalam
al-Qur’an, sebutan mahar dengan lafadz Al-Nihlah adalah sebuah pemberian yang
ikhlas sebagai bukti ikatan kekerabatan serta kasih sayang.3
Mahar (maskawin) adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk
memberi nafkah lahir kepada isteri dan anaknya, oleh karena sifatnya merupakan
simbol, maka syariat Islam menganjurkan agar mahar tersebut berbentuk materi.4
Beberapa pendapat juga dikemukakan oleh para imam mazhab, antara lain:
1. Mazhab Hanafi mendefenisikan mahar sebagai sejumlah yang menjadi
hak isteri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama
dengan sesungguhnya .
2. Mazhab Maliki mendefinisikannya: “sebagai sesuatu yang menjadikan
istri halal untuk digauli”.
2Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng , Fikih II ( Makassar : Alauddin Pers , 2010 ), h. 45.
3Nasruddin Umar, Fiqhi Wanita Untuk Semua (Cet. Ke 1; Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta,
2010), h. 79.
4Muh.Jamal Jamil, Korelasi Hukum Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI (Cet. 1: Alauddin University Press, 2011), h.
40.
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3. Mazhab Syafi’i mendefenisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib
dibayarkan  disebabkan akad nikah  atau senggama .
4. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar. “sebagai imbalan suatu
perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan
setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan
oleh hakim”.
Hukum mahar  menurut Imam Syafi’i adalah sesuatu yang wajib diberikan
oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota
badannya.5 Menurut Imam Malik mahar sebagai rukun nikah, maka hukum
memberikannya  adalah wajib. Islam telah menengakkan  tujuan-tujuan yang luhur
dan mulia untuk perkawinan antara dua orang manusia. Islam juga menetapkan
mahar sebagai hak eksklusif perempuan. Mahar adalah hak finansial yang tidak boleh
di langgar  oleh siapapun.
Pada umumnya di Indonesia, yang menjadi mahar adalah seperangkat alat
shalat dan al-Qur’an. Disamping itu ada pula perhiasan emas dan benda lainnya
berdasarkan kasepakatan calon isteri dan calon suami. Mengenai ketentuan mahar ini
telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Bab V tentang Mahar sebagai
berikut:
5Abdurrahman  Al – Jaziriy, Al- Fiqh ‘ala Madzahib al- Arba’ah. Juz 4, h. 94.
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Pasal 30
Calon mempelai pria memang wajib membayar mahar kepada calon mempelai
wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 31
Penentuan mahar ini didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan
yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu
menjadi hak pribadi dari mempelai wanita.
Pasal 33
1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai .
2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang
belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.
Pasal 34
1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam
perkawinan.
2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan
mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
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Maskawin hukumnya wajib, karena termasuk syarat nikah, tetapi
menyebutkannya dalam nikah hukumnya sunnat. Syarat yang ada kaitannya dengan
Ijab Kabul adalah mahar atau sering disebut maskawin. Mahar merupakan lambang
penghalalan hubungan suami istri dan lambang tanggungjawab mempelai laki-laki
terhadap mempelai perempuan yang kemudian menjadi istrinya.6
Meskipun mahar merupakan  kewajiban calon suami terhadap calon isterinya,
namun al-Qur’an ternyata tidak memberatkan calon suami diluar kesanggupannya.
Hal ini terbukti tidak ditemukannya dalam al-Qur’an ketentuan jumlah atau benda-
benda tertentu yang harus dibayarkan. Hal ini memberikan keleluasan dalam hal
bentuk dan jumlah mahar tersebut.
B. Syarat-syarat Mahar (MasKawin)
Islam membolehkan memberi mahar dalam bentuk apapun, dengan nilai
serendah mungkin yang penting memiliki nilai meski pun tidak besar yang penting
kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar tersebut. Namun demikian ada beberapa
syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian mahar kepada calon isteri. Mahar yang
diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
2. Harta/bendanya berharga
6H.E. Hassan Shaleh, Kajian Fiqhi Nabawi dan Fiqhi Kontenporer. Ed 1 (Jakarta: Rajawali
Pers, 2008), h. 313.
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Tidak sah mahar yang dengan yang tidak memiliki harga apalagi sedikit,
walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila
mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.
3. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram
dan tidak berharga.
4. Barangnya bukan barang ghasab
Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun
tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk  mengembalikan kelak.
Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
5. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya
Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya,
atau tidak disebutkan jenisnya.
6. Dapat diserahkan pada waktu akad atau waktu yang dijanjikan
Artinya barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan,
barang yang tidak dapat diserahkan tidak dapat dijadikan mahar, misalnya burung
yang terbang di udara.7
7Slamet Abidin Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),
h. 108-109.
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Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa syarat-syarat mahar atau sesuatu
yang cocok dijadikan mahar dan yang tidak cocok, ditetapkan 3 (tiga) syarat yaitu:
1. Merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual (emas), barang-barang dan
yang sejenisnya.
Tidak boleh memberikan mahar yang berupa khamar, babi, dan yang selain
keduanya yang tidak bisa dimiliki.
2. Harus sesuatu yang diketahui
Karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka dia
menyerupai harga barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui,
kecuali dalam pernikahan tafwidh, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad
diam ketika ditetapkan mahar didalam akad. Penentuan diserahkan kepada salah satu
dari keduanya atau kepada orang yang selain keduanya.
3. Terbebas dari tipuan
Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur, unta yang tersesat atau
barang yang mempunyai keduanya.8
C. Bentuk dan Kadar Mahar (Mas Kawin)
Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya,
namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan
sesuatu.9
8Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 237.
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Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya
perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakar
mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan  masalah
jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan
kondisi keluarganya. Segala Nash yang memberikan keterangan tentang mahar
tidaklah dimasukkan, kecuali; untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut
tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh memberi mahar dengan cincin besi
atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an dan lain sebagainya,
asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.10
Sebagai dasar mengenai kadar mahar (maskawin) tersebut dijelaskan dalam
sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :
 َأَﺮـْﻣا ُﻪـْﺘَـﺋﺎَﺟ ص ﱠِﱯـﱠﻨﻟا ﱠَنا ٍﺪْﻌـَﺳ ِﻦْـﺑ ِﻞْﻬَﺳ ْﻦَﻋ َو ٌة َ  :ْﺖَـﻟَﺎﻗ ِا ،ِﷲ َلْﻮـُﺳَر ُﺖـْﺒَﻫَو ْﺪَـﻗ ِّﱏ
 ٌﻞــُﺟَر َلﺎــَﻘَـﻓ .ًﻼِْﻳﻮـَـﻃ ﺎــًﻣﺎَﻴِﻗ ْﺖــَﻣﺎَﻘَـﻓ ،َﻚــَﻟ ﻰــِﺴْﻔَـﻧ ـَﻓ َلﺎــَﻘ ْﻮــُﺳَر َ  : َز ،ِﷲ َل ـْﻴِﻨْﺟِّو َْﱂ ْنِا ﺎــَﻬ
 ْﻞــَﻫ :ص ِﷲ ُلْﻮــُﺳَر َلﺎــَﻘَـﻓ .ٌﺔــَﺟﺎَﺣ ﺎــَﻬ ْـﻴِﻓ َﻚــ َﻟ ْﻦــُﻜَﻳ َﺪــ ْﻨِﻋــَﺷ ْﻦــِﻣ َك ﱠ ِا ﺎَﻬُـﻗِﺪــْﺼُﺗ ٍءْﻲ ؟ُﻩ
 ﱡِﱯـﱠﻨﻟا َلﺎـَﻘَـﻓ .اَﺬـﻫ ِْيرَازِا ﱠﻻِا ْيِﺪْﻨِﻋ ﺎَﻣ :َلﺎَﻘَـﻓص َْﻋا ْنِا . َكَرَازِا ﺎـَﻬَـﺘ ْـَﻴﻄ َﺟ َرَازِا َﻻ َﺖـْﺴَﻠ
 َﺘْﻟﺎـَـﻓ ،َﻚــ َﻟــ َﻘَـﻓ .ﺎًﺌ ْـﻴــَﺷ ُﺪــِﺟَا ﺎــَﻣ :َلﺎــَﻘَـﻓ .ﺎًﺌ ْـﻴــَﺷ ْﺲِﻤ :َلﺎ ِا َو ْﺲِﻤَﺘـْـﻟ ْﻦــِﻣ ﺎـًـ َﲤﺎَﺧ ْﻮـَـﻟ َﺣ .ٍﺪـْـﻳِﺪ
 ﱡِﱯـﱠﻨﻟا ُﻪَﻟ َلﺎَﻘَـﻓ .ﺎًﺌ ْـﻴَﺷ ْﺪ َِﳚ ْﻢَﻠَـﻓ َﺲَﻤَﺘْﻟَﺎﻓص ْﻞـَﻫ : َﻦـِﻣ َﻚـَﻌَﻣ؟ٌﺊْﻴـَﺷ ِنآْﺮـُﻘْﻟا .ْﻢـَﻌَـﻧ :َلﺎَـﻗ
 ِّﻤَﺴُﻳ ٍرَﻮُﺴِﻟ اَﺬَﻛ َُةرْﻮُﺳ َو اَﺬَﻛ َُةرْﻮُﺳ َﻘَـﻓ .ﺎَﻬ ْـﻴ َﻟ َلﺎ ﱡِﱯﱠﻨﻟا ُﻪ ُﺘْﺟﱠوَز ْﺪَﻗ :ص َﻦِﻣ َﻚَﻌَﻣ َﺎِﲟ ﺎَﻬَﻜ
.(ﻢﻠﺴﻣ و ىرﺎﺨﺒﻟا و ﺪﲪا ).ِنآْﺮُﻘْﻟا
9Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqhi (Jakarta :Kencana, 2003), h. 100.
10 Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib, dengan judul Fiqhi
Sunnah Jilid VII (Cet. XIV; Bandung: Al-Maarif, 1990), h. 53.
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:Artinya
Dari Sahal bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi
seorang wanita lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan
diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang
laki-laki dan berkata, “Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika
engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah SAW
bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan
sebagai mahar untuknya ?”. Ia menjawab, “Saya tidak memiliki apapun
melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu
berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu
yang lain”. Kemudian laki-laki itu berkata, “Saya tidak mendapatkan sesuatu
yang lain”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”.
Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi
SAW bertanya kepadanya, “Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur’an
?”. Ia menjawab, “Ya. Surat ini dan surat ini”. Ia menyebutkan nama-nama
surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, “Sungguh aku telah
menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an
itu”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).11
Dari hadits tersebut, maka jelaslah bahwa dalam membina keluarga bahagia
dan sejahtera, Islam tidak membatasi tentang ketentuan mahar yang harus diberikan
kepada calon istri yang akan dipersunting. Kalaupun terdapat jumlah mahar yang
harus ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki, maka hal itu hanya merupakan
kesepakatan kedua belah pihak pada saat perkawinan ataupun sesudahnya, dan itulah
sebaiknya menurut Syari’at. Jadi jumlah mahar tergantung kemanpuan dan
kedudukan seseorang dalam hidupnya, status sosial, pihak-pihak yang akan menikah
itu dan dapat berbeda dari satu tempat ketempat yang lain.
11Al-Iman Muslim, Terjemahan Shahih Muslim Jilid I, II, III, dan IV (Cet. VIII: KBC (Klang
Book Centre), 2007), h. 57-59.
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Mengenai besarnya mahar, para fukaha telah sepakat  bahwa  bagi mahar itu
tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas
terendahnya  yaitu :
1. Imam Syafi’i, Ahmad ,Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madina dari kalangan
tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala
sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan
mahar.
2. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas
terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu
paling sedikit seperempat dinar emas  murni, atau perak seberat tiga dirham,
atau bisa dengan barang  yang sebanding  berat emas  dan perak tersebut.
3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah
sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi
yang mengatakan empat puluh dirham.
Pangkal silang dari pendapat diatas kata Ibn Rusyd ada dua hal, yaitu: (a)
ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis
pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit
maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah
yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan
mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa perempuan untuk selamanya, maka
perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan
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mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan
ibadah. (b) adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan
mahar dengam mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas
yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah
sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.12
D. Macam-macam Mahar ( Maskawin )
Adanya pernikahan menjadi sebab seorang suami diwajibkan memberikan
sesuatu kepada isterinya, baik berwujud uang maupun berupa barang. Pemberian ini
disebut mahar. Mahar adalah sesuatu yang wajib ada meskipun tidak dijelaskan
bentuk dan harganya pada saat akad nikah namun pada kenyataannya yang terjadi
ditengah-tengah masyarakat masalah mahar tetap disebutkan pada waktu akad nikah
menurut ukuran yang pantas. Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam,
yaitu mahar musamma dan mahar mitsil.
1. Mahar Musamma
Mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad
nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.
Ulama telah sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus
diberikan secara penuh apabila :
a. Berlakunya persetubuhan di antara suami isteri (telah bercampur).
12http://arissetiawanyahoocoid.blogspot.com/2012/01/hukum-pemberian-mahar-atau
maskawin.html (diakses tanggal 31 Mei 2014).
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b. Salah satu dari suami istri meninggal
Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah
bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu,
seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda atau
hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur,
hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT :










Terjemahnya :
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu
menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan
orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Yaitu pemberian menurut
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yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan”.(QS Al Baqarah : 236).13
2. Mahar Misil (mahar yang sepadan)
Mahar yang tidak disebut besar kadarnya (jumlahnya) pada saat sebelum
ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar
yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya,
dengan mengingat status sosial, kecantikan dan keagamaan, ketakwaan, keilmuan,
kecerdasan fikiran, keluhuran budi perempuan dan sebagainnya.
Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat
sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti  maharnya
saudara perempuan penganting wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/ bude).
Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat
dengan dia.
Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan  sebagai berikut :
a. Apabila tidak disebutkan kadar  mahar dan besarnya  ketika berlansung akad
nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum
bercampur.
b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkang suami telah bercampur
dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah. Nikah yang tidak disebutkan
13 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II Jus 4-5-6 (Jakarta: Lentera Abadi,
2010), h. 39.
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dan tidak ditetapkan maharnya disebut Nikah Tafwidh. Hal ini menurut
jumhur ulama diperbolehkan.14 Firman Allah SWT :












Terjemahnya :
Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka. Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-
isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan
nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu
melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat
segala apa yang kamu kerjakan”. ( Al Baqarah : 237)15
14Abdul Rahman Ghozali , Fiqih Munakahat (Cet. 4, Jakarta ; Kencana , 2010 ), h. 94.
15 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II Jus 4-5-6 (Jakarta: Lentera Abadi,
2010), h. 39.
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Kemudian hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai
berikut :
Pasal 35
1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah
mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah .
2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang
ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3) Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum
ditetapkan ,maka suami wajibmembayarmahar mahar mitsil.
Pasal 36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan ,mahar itu dapat diganti dengan
barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yangsama
nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang
hilang .
Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang
ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama.
Pasal 38
1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi
calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat,
penyerahan mahar dianggap lunas.
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2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus
menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya
belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.16
E. Hikmah Pemberian Mahar
Menurut Wahbah Al–Zuhailiy, salah satu hikmah pemberian mahar dalam
prosesi pernikahan kepada pihak perempuan ialah sebagai tanda akan adanya
mawaddah yang akan ditegakkan secara bersama oleh suami istri dan  juga sebagai
simbol rasa cinta serta kasih sayang sang suami terhadap istrinya.
Hikmah dari pemberian mahar yaitu:
1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki
bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk
mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Karena itu
yang melamar atau meminang dalam proses perkawinan adalah laki-laki
bukan wanita. Hal ini sangat berbeda dengan suku dan bangsa tertentu yang
justeru membebankan kepada wanita baik hartanya atau harta keluarganya
agar sang laki-laki mau mengawininya.
2. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena
maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-
Qur’an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan),
bukan sebagai pembayar harga wanita.
16M. Ali Hasan  , Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam ( Cet. 2 ; Jakarta:Siraja
Prenada Media Group,2006), h. 119-121.
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3. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah
main-main dan perkara yang bisa dipermainkan, karenanya tidak bisa seorang
laki-laki menikahi seorang wanita, lalu setelah itu dengan seenaknya ia
ceraikan kembali untuk selanjutnya mencari lagi wanita lain untuk
diperlakukan seperti itu. Kalau orang yang belum menikah saja sudah
memberi hadiah/cendera mata kepada calon isterinya untuk menunjukan
kesungguhan cintanya, apalagi semestinya saat dinikahi. Karena itu, bila
seandainya perkawinan mengalami perceraian, maka sang suami tidak boleh
mengambil kembali mas kawinnya itu, Allah Swt berfirman :







Terjemahnya :
Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu
telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak,
Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.
Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta
dan dengan (menanggung) dosa yang nyata “. ( QS An Nisa’ : 20).17
17 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II Jus 4-5-6 (Jakarta: Lentera Abadi,
2010), h. 82.
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Meskipun demikian bila perceraian terjadi sebelum suami melakukan
hubungan senggama dengan isterinya, maka sang suami bisa mengambil separuh
harta mas kawin itu, ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap pernikahan
yang suci dan hubungan biologis bukanlah tujuan yang sesungguhnya dari
pernikahan.
4. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan
memberikan nafkah, karenanya lakilaki adalah pemimpin atas wanita dalam
kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila
suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung
jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya. 18
Allah berfirman :






Terjemahnya :
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
18Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari,(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 674.
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(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka “. (QS An Nisa’ : 34)19
Dengan adanya kewajiban suami memberikan mahar kepada calon isterinya
merupakan indikasi bahwa setelah usai ijab kabul, maka seluruh beban kekeluargaan
termasuk memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri adalah sudah menjadi
tanggungjawab sang suami. Juga dalam hal memberikan perlindungan dan rasa aman
kepada pendamping hidupnya dengan segala kelebihan dan kekurangan nya adalah
sudah dibebankan kepada sang suami.
F. Kerangka Konseptual
19 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II Jus 4-5-6 (Jakarta: Lentera Abadi,
2010), h. 85.
Ketentuan Mahar  Menurut
Hukum Islam
1. QS. An-Nisaa ayat 4
2. Kompilasi Hukum
Islam
(KHI)   Pasal 30-38 .
Ketentuan Mahar Menurut Hukum Adat
 Kabupaten Gowa
1. Bagi kerabat  raja 28 real
2. Kepala daerah adat 26 real
3. Orang biasa 20 real
 Kecamatan Tinggimoncong
(Kelurahan Buluttana)
1. Masyarakat Umum 16 real
2. Kawin Lari 14 real
3. Pendatang ( Keturunan Daeng)
28 real
Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam Perkawinan
Di  Kelurahan Buluttana Kecamatan Tinggimoncong
Kabupaten Gowa
Terwujudnya pengimplementasian aturan–aturan yang ada dalam hukum Adat dan
hukum Islam mengenai pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan
diKelurahan Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research
Kualitatif. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Buluttana Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa terhadap pelaksanaan Sunrang dalam perkawinan .
Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada daerah tersebut
masalah Sundrang (Maskawin) adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa
ditawar-tawar untuk dilaksanakan  karna itu sudah menjadi aturan adat yang harus
ditaati.
B. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan sebagai upaya mengetahui berbagai
masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah:
1. Metode pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan dalam perspektif legal
formal atau peraturan perundang-undangan resmi yang terkait dengan masalah
pelaksanaan Sunrang (maskawin/mahar) dalam perkawinan.
2. Metode pendekatan Histori, yaitu pendekatan sejarah digunakan untuk
mengetahui kejadian demi kejadian masa lalu sebagai barometer kondisi yang
terjadi saat ini. Suatu pendekatan yang mencari atau menyelidiki mengenai
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pelaksanaan Sunrang (maskawin/mahar) dalam perkawinan yang terjadi
dimasa lalu.
C. Sumber data
Dalam penlitian ini penelit menggunakan dua sumber data yang terdiri dari
data primer dan data sekunder.
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui proses
wawancara dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan sunrang
(mahar/maskawin) dalam perkawinan di Kelurahan Buluttana Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa  yaitu Pemuka Agama dan Pemangku Adat,
serta tokoh masyarakat.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku,
dokumen perundang-undangan, hasil karya tulis para ahli serta bahan lain
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
D. Metode pengumpulan data
Teknik pengumpulan data  yang di gunakan dalam penelitian ini, yakni:
1. Library research, yaitu mengadakan penelitian di perpustakaan dengan jalan
membaca dan menelaah buku-buku dan literature-literature ilmiah lainnya
yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan di bahas.
2. Field research, yaitu penelitian yang dilakukan lansung ke lapangan untuk
mendapatkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di
bahas.
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Dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Interview (wawancara), yaitu salah satu metode pengumpulan data yang
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengemukakan pertanyaan-
pertanyaan kepada informan.
2. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dilakukan dengan sengaja dan
sistematis, mengenai fenomena social dengan gejala psikis untuk dilakukan
pencatatan.
3. Studi Dokumentasi, bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi
kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder,
data  primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti,
ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi,
seperti data dalam dokumen dan publikasi.1 Serta menelaah buku-
buku,tulisan-tulisan, literatur-literatur buku, jurnal baik pada media cetak
maupun media online, artikel-artikel ilmiah, makalah dan hasil penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data–data penelitian
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara,
dokumentasi, dan observasi.instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari
sumber-sumber informasi.
1Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 57.
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F. metode pengelolaan data dan analisis data
Dalam rangka mengelola dan menganalisis data yang telah ada dari berbagai
sumber, baik dari hasil wawancara, interview, buku-buku maupun dokumen-
dokumen. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Maka teknik analisa
yang digunakan yaitu:
1. Metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan
umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta yang
bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai
berikut:
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan
perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat
menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
3. Dedukatif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Gambaran Umum  Kabupaten Gowa
1) Keadaan Geografis dan Administratif Kabupaten Gowa
Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi
Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 119.3777o Bujur Barat dan
120.0317o Bujur Timur, 5.0629342662o Lintang Utara dan 5.77305437o Lintang
Selatan dan merupakan daerah otonomi. Di sebelah Utara berbatas dengan kota
Makassar dan kabupaten Maros, disebelah Timur berbatasan dengan kabupaten
Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng, disebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten
Takalar dan Jeneponto sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan kota Makassar
dan kabupaten Takalar.
Wilayah administrasi kabupaten Gowa terdiri atas 18 kecamatan dan 167
desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.663,33 km2 atau sama dengan 3,01 %
dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten sebagian besar merupakan
dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 %. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan
dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi,
Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas kabupaten
Gowa 35,30 % mempunyai kemiringan tanah diatas 40 %, yaitu wilayah kecamatan
Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu.1
1Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa dalam Angka 2012, h. 1
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2) Kependudukan Kabupaten Gowa
Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk 617.317 jiwa di akhir tahun
2012, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2. Kepadatan
penduduk tersebut bervariasi menurut kondisi masing-masing wilayah kecamatan.
Kepadatan penduduk pada suatu wilayah merupakan salah satu indikator
perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan. Di Kabupaten Gowa,
kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Sombaopu
sebesar 98.799 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3.517 jiwa/km2, disusul oleh
Kecamatan Palangga  mencapai 85.628 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.775
jiwa/km2.  Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan
Parigi mencapai 13.986 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 105 jiwa/km2,
sedangkan Kecamatan Parangloe merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan
penduduk terendah yang hanya mencapai 74 jiwa/km2. Kondisi penduduk di
Kabupaten Gowa menurut kecamatan diuraikan pada tabel 4.1.2
2Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa dalam Angka 2012, h. 2
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Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gowa
Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2012
No
Kecamatan/Kabupaten/
Kota
Luas
(km2)
Jumlah
Penduduk
Pertumbuhan
Penduduk
Kepadatan
Penduduk
1
Bontonompo 30.4 40.779 2,11 1.314
2
Bontonompo Selatan 29.2 28.237 2,24 966
3
Bajeng 60.1 59.414 2,06 989
4
Bajeng Barat 19 22.700 1.85 1.192
5 Pallangga 48.2 85.628 3,07 1.775
6
Barombong 20.7 32.990 0,70 1.596
7
Somba Opu 28.1 98.799 0,90 3.517
8
Bontomarannu 52.6 28.613 1,89 544
9
Pattalasang 85 20.154 1,89 237
10
Parangloe 221.3 16.346 0.68 74
11
Manuju 91.9 14.859 1,87 162
12
Tinggimoncong 142.9 21.012 0,48 147
13
Parigi 251.8 27.978 1.90 111
14
Tombolopao 132.8 13.986 3,34 105
15 Bungaya 175.5 19.561 3,95 111
16
Bontolempangan 142.5 17.430 1.89 122
17
Tompobulu 132.5 32.542 1,88 246
18
Biringbulu 218.8 36.289 1.90 166
Total 1883.3 617.317 1,89 328
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. 2012
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa wilayah yang paling luas di kabupaten Gowa
adalah wilayah kecamatan Parigi yang memiliki luas wilayah mencapai 251,8 km2.
Sedangkan wilayah yang paling sempit di kabupaten Gowa adalah wilayah
kecamatan Bajeng Barat dengan luas wilayah hanya 19 km2. Sementara itu untuk
kepadatan penduduk yang paling tinggi berada di kecamatan Somba Opu yaitu 3.517
jiwa, ini disebabkan karena kecamatan Somba Opu merupakan pusat kota Kabupaten
Gowa. Laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi berada di kecamatan Bungaya
yaitu sebesar 3,95 sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah berada
di kecamatan Tinggimoncong.
b. Gambaran Umum Kecamatan Tinggimoncong
Kecamatan Tinggimoncong memiliki luas wilayah sebesar 142,67 km2 dengan
topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai. Seluruh wilayah
kecamatan Tinggimoncong berada di dataran tinggi dengan ketinggian diatas 500
meter di atas permukaan laut. kecamatan ini berada di kawasan gunung Bawakaraeng
dan dilalui beberapa aliran sungai, salah satunya adalah sungai Jeneberang yang
merupakan sungai paling panjang di Kabupaten Gowa dengan luas daerah aliran
sungainya mencapai 881 km2. Suhu di kota Malino ini mulai dari 10°C sampai 26°C.
Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah Kecamatan Tinggimoncong telah
mengalami dua kali pemekaran. Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2005 Kecamatan
Tinggimoncong terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: Kelurahan Malino, Kelurahan Garassi,
Kelurahan Gantarang, Kelurahan Pattapang, Kelurahan Buluttana, Kelurahan
Bontolerung dan 1 Desa yaitu: Desa Parigi, ibu kota Kecamatannya adalah Malino.
Disetiap Desa/Kelurahan terdapat tiga tingkatan Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
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yaitu Dusun/Lingkungan, RW/RK, dan RT. RT merupakan satuan wilayah terkecil.
Kecamatan Tinggimoncong terdiri atas 24 Dusun/Lingkungan, 64 RW/RK dan 176
RT.
Penduduk di kecamatan Tinggimoncong tidak merata. Kelurahan Malino
adalah wilayah yang paling padat penduduknya yang disebabkan oleh adanya
kawasan wisata. Pada tahun 2010, kepadatan penduduk di kelurahan Malino
mencapai 353 jiwa/km, sementara itu wilayah yang paling jarang penduduknya
adalah kelurahan Garassi dengan kepadatan penduduk hanya 74 jiwa/km dan
merupakan daerah yang paling terpencil di kecamatan Tinggimoncong.
Tabel 4.2
Persentase Penduduk Kecamatan Tinggimoncong Menurut Jenis
Kelamin Tahun 2008-2010
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
2008
49,6 50,4 100
2009
49,6 50,4 100
2010
49,7 50,3 100
sumber : Kecamatan Tinggimoncong dalam Angka 2011
Tabel 4.2 menunjukkan persentase pertumbuhan penduduk kecamatan
Tinggimoncong menurut jenis kelamin dari tahun 2008-2010. Pada tahun 2008-2009
pertumbuhan penduduk tidak mengalami kenaikan atau penurun, baik yang berjenis
kelamin laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pada tahun 2010 pertumbuhan
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penduduk yang berjenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen
yaitu 49,6 persen pada tahun 2009 menjadi 49,7 persen pada tahun 2010.3
c. Gambaran Umum Kelurahan Buluttana
1) Latar Belakang Kelurahan Buluttana
Asal mula kata “Bulutana” berasal dari bahasa makassar asli yaitu “Bulu”
yang berarti bukit dan “Tana” berarti tanah. Bahwa menurut pesan leluhur atau
“Pasang Turiolo” bahwa dulu di kerajaan gowa terdapat raja yang beroposisi yang
dikenal dengan nama “Karaengta Data” dimana dalam perjalanannya menemukan
suatu kampung yang terletak diatas bukit yang sangat strategis dan dapat dijadikan
benteng pertahanan dimana kampung ini bernama Bulutana yang artinya pertahanan
diatas bukit. Kampung ini memang bila dilihat letak geografisnya tepat sekali
dijadikan pertahanan dimana hanya ada satu jalur jalan saja untuk keluar dan masuk.
Selanjutnya wilayah ini mengalami beberapa dekade/tahapan perkembangan
yaitu :
a. Tahap Pertama (sebelum tahun 1942). Seiring dengan perkembangan waktu,
wilayah ini terbentuk menjadi suatu komunitas yang dikenal dengan rumpun
“Adat Sampulonrua” dimana diawali dengan berdirinya tiga buah rumah adat
yaitu: (1) Ballalompoa, (2) Ballajambu, (3) Ballatinggia (tidak diketahui siapa
pediri dari ketiga rumah ini). Seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk
saat itu memaksa beberapa penduduk Bulutana saat itu keluardari kampung
Bulutana yang dikenal dengan “Assulukang Sisang” dan membentuk
3Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Tinggimoncong dalam Angka
2011, h. 3
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perkampungan baru yaitu: (1) Bulutana, (2) Palangga, (3) Bontolerung, (4)
Lombasang, (5) Biroro, (6) Batulapisi dan (7) Pattapang.
Adapun yang menjadi pimpinan pemerintahan di masa ini adalah : (1)
Talili, (2) Kulle dan (3) Pangika’ (kuburannya terletak di Kelurahan  Mandalle
Kec.Bajeng) yang dikenal sebagai leluhur masyarakat Bulutana.
b. Tahap Kedua (1942-1950). Pada periode ini rumpun “Adat Sampulonrua”
Bulutana ini masuk mengabdikan diri dengan Kerajaan Gowa dengan sebutan
“Erangkale rigowa” yang saat itu dipimpinoleh seorang Karaeng yang urutannya
antara lain: (1) Bando, (2) Ganyu bin Bando, (3) Dekkang bin Ganyu, (4) Pangge
bin Dekkang, dan (5) Solle bin Ganyu. Bersama seorang Gallarrang yang antara
lain : (1) Lalla, (2) Sanggong bin Lalla, (3) Maintang bin Sanggong, (4) Manrau
dan (5) Rau bin Manrau.
Pada periode pertama dan kedua inilah berjalan bentuk pemerintahan di
wilayah ini yang dikenal dengan nama “Adat Sampulonrua”atau 12 (duabelas) orang
pemangku adat yang dipimpin oleh Noempa bin Pange (Karaengbulu) bersama
seorang Gallarrang bernama Coleng Bin Rauf dengan emiliki struktur
organisasiantara lain yaitu :
1). Karaeng Bulu : Kepala Wilayah Pemerintahan/Raja
2). Gallarrang  Bulu : Kepala Operasional Pemerintahan
3).Anak  Pattola : Putra Mahkota
4). Tautowa : Penasehat Adat, dan Agama
5). Baku : Pelaksana Fungsi Ketertiban dan Evaluasi Kinerja
Pemerintahan Adat
6). Anak  Jajiang : Pembantu Bidang Pemerintahan
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7). Sanro : Pembantu Bidang Kesehatan, dan Sosial
8). Pinati : Pembantu Bidang Pertanian, Perdagangan
9). Batangpa’jeko : Pembantu Bidang Perdata, dan Musim
10). Jannang : Urusan  Rumahtangga/Bendaharawan
11). Palekka  Sempe : Pembantu Bidang Perlengkapan
12). Suro : Juru Bicara/Hubungan Masyarakat
Dari Struktur pemerintahan adat tersebut di atas, pada dasarnya mereka
mengemban tugas untuk melaksanakan pencapaian cita-cita (Visi-misi) yang
diamanahkan dari dan oleh masyarakat Bulutana, yang dikenal dengan 4 (empat)
Semboyan/sendi dasar  pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat
antara lain yaitu :
Pertama, Patumbu Tau : Penigkatan sumberdaya manusia.
Kedua, Pambaungang Balla : Penigkatan sumberdaya alam.
Ketiga, Patumbu Katallassang : Peningkatan kesejahteraan.
Keempat, Pamoterang Ripammasena: Sosial,budaya dan agama.
c. Tahap Ketiga, (1950-1980). Dengan masuknya sistem pemerintahan Belanda
pada masa ini maka, Bulutana yang mempunyai rumpun adat tersebut dan
merupakan bagian dari Kerajaan Gowa mengalami perubahan sistem
pemerintahan dibawah Distrik Parigi, yangdipimpinan oleh seorang Kepala
Kelurahan yang bernama Ganyu bin La’lang (digelar Karaengbulu) bersma
seorang Gallarrang bernama Makka bin Coleng dan merekapun masih eksis
dalam menjalankan pemerintahan adat tersebut diatas.
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d. Tahap Keempat, (1981- sekarang) Kelurahan Bulutana mengalami perubahan
menjadi Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong yang selanjutnya
dipimpin oleh beberapa orang Lurah, dan Kelurahan Bulutana setelah mengalami
pemekaran kelurahan pada tahun 2006 merupakan salah satu dari enam
kelurahan yang ada di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Kelurahan Bulutana terdiri atas empat(4) Lingkungan yakni:  Lingkungan
Lombasang, Lingkungan Buttatoa, Lingkungan Palangga, dan Lingkungan
Parangbugisi juga terdiri dari 10 RK dan 21 RT.
2) Kondisi Geografis
1) Batas Wilayah
Batas-batas wilayah kelurahan Bulutana yaitu: (a) sebelah Utara berbatasan
dengan Kelurahan Malino, (b) sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan
Pattapang, (c) sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bontolerung dan (d)
sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parigi.
2) Luas wilayah
Luas wilayah Kelurahan Bulutana dalam tata guna lahan yaitu 2170 Ha  terdiri
dari : (a) Hutan Lindung 1367 ha, (b) Hutan Adat 4 ha, (c) Sawah 389 ha, (d)
Ladang 274,5 ha, (e) Pemukiman 135,5 ha.
3) wilayah dari pusat pemerintahan
Jarak Kelurahan Bulutana dari pusat Pemerintahan yaitu : (a) jarak dari ibu
kota Kecamatan 2 km, (b) jarak dari Ibu Kota Kabupaten 62 km, dan (c) jarak dari
Ibu Kota Propinsi 71 km.
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4) Keadaan topografi
Secara umum keadaan topografi Kelurahan Bulutana adalah daerah dataran
tinggi dan daerah perbukitan, yang didalamnya terdapat 5 (lima) aliran Sungai, 4
(empat) titik air terjun yang dapat dijadikan objek wisata alam.Kelurahan Bulutana
berada pada ketinggian 1050 meter dari permukaan laut.
3) Iklim
Iklim Kelurahan Bulutana sebagaimana Desa/Kelurahan lain di wilayah
Kabupaten Gowa yaitu iklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan
Hujan.Suhu rata-rata 15-22 deraajat Celsius.
4) Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kelurahan Bulutana terdiri atas 4 (empat) Lingkungan yakni: (a) Lingkungan
Lombasang, (b) Lingkungan Buttatoa, (c) Lingkungan Palangga, dan (d) Lingkungan
Parangbugisi yang terdiri dari 10 RW dan 23 RT sebagai berikut.
Tabel 4.3
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Keluarahan Bulutana
Nama Lingkungan
Jumlah RK (Rukun
Keluarga)
Jumlah RT (Rukun
Tetangga)
Lombasang 2 6
Buttatoa 3 7
Palangga 2 4
Parangbugisi 3 6
Sumber: RPJM-Renstra Kelurahan Buluttana 2010-2015
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Wilayah dari 4 (empat) Lingkungan tersebut terdiri dari :
a. Wilayah Lingkungan Lombasang terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga dan 6
(enam) Rukun Tetangga (RT), dimana RK 01 Lombasang terdiri dari 4
(empat) RT dan RK 02 Mattoangin terdiri dari 2 (dua) RT.
b. Wilayah Lingkungan Buttatoa terdiri dari 3(tiga) Rukun  Warga  dan 7(tujuh)
Rukun Tetangga, dimana RK 01 Bontoa terdiri dari 3 (tiga) RT, RK 02
Bulutanatoa terdiri dari 2 (dua) RT dan RK 03 Tanetea terdiri dari 2 (dua) RT.
c. Wilayah Lingkungan Palangga terdiri dari 2 (dua)  Rukun Warga dan 4
(empat) Rukun Tetangga, dimana RK 01 Palangga terdiri dari 2 (dua) RT dan
RK 02 Panambungang terdiri dari 2 (dua) RT.
d. Wilayah Lingkungan Parangbugisi terdiri dari 3 (tiga)  Rukun Warga dan 6
(enam) Rukun Tetangga, dimana RK 01 Pa`bentengang terdiri dari 3 (dua)
RT, RK 02 Parasngsilibbo terdiri dari 2 (dua) RT dan RK 03 Paranglambere
terdiri dari 1 (dua) RT .
5) Struktur Organisasi Dan Pelayanan Publik
Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Bulutana  adalah satu kesatuan
perangkat kelurahan yang terdiri atas Pejabat Lurah,Kepala Seksi dan staf, dan juga
Pejabat Kepala Lingkungan,Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagai
satuan organisasi dalam satu wilayah dari Pemerintahan Kelurahan Bulutana yang
memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap kepentingan pelayanan mesyarakat.
Struktur Organisasi Kelurahan Bulutana tidak dapat lepas dari struktur
administrasi Pemerintahan pada level di atasnya berdasarkan Perda Kabupaten Gowa
No.9 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008. Dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel.4.4
Nama-nama Pejabat Administratif Pemerintah Kelurahan Bulutana
No Nama Jabatan
1 Mahfuddin Gassing, SE Lurah
2
--- Sekretaris Kelurahan
Paisyah P Staf / Tenaga Honorer
3
--- Kasi Pemerintahan
Sudirman Staf / Tenaga Honorer
4
--- Kasi Pembangunan
Muh. Yacub Staf Seksi Pembangunan
5
--- Kasi Perekonomian Dan Kesra
Darniati, Rahmawati Staf / Tenaga Honorer
6
--- Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
Muh. Ramli Staf / Tenaga Honorer
Sumber: RPJM-Renstra Kelurahan Buluttana 2010-2015
6) Jumlah Penduduk
Penduduk Kelurahan Bulutana terdiri atas 609 KK dengan total jumlah jiwa
2300 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.
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Tabel. 4.5
Data Penduduk Kelurahan Bulutana dengan BPS. 2009
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%)
1 Laki-laki 1.141 Jiwa 49,6 %
2 Perempuan 1.159 Jiwa 50,3 %
T o t a l 2.300 Jiwa 100 %
Sumber ; 1. Data Tinggimoncong dalam angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten
Gowa 2009
2. Data Kader PPKBD dan Dasawisma oktober 2010
7) Visi dan Misi
a. Visi
Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan  dalam wilayah Kelurahan.
Penyusunan Visi  dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak
yang berkepentingan seperti pemerintah Kelurahan, LPMK, tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat Kelurahan  pada umumnya.
Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Kelurahan Bulutana
adalah :
“ Terwujudnya masyarakat Kelurahan Bulutana yang sejahtera, yang didukung oleh
pertanian yang unggul serta sarana dan prasarana transportasi yang memadai “.
b. Misi
Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan agar Visi tsb dapat tercapai. Pernyataan visi ini
dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana
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penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan
partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Sebagaimana proses
yang dilakukan maka, Misi Kelurahan Bulutana adalah :
1) Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik  yang memadai
2) Mendorong kemajuan sektor usaha pertanian dan UKM
3) Mengembangkan kualitas  sumber daya manusia pemanfaatan sumberdaya alam
yang maksimal
4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan
5) Menggiatkan pembinaan keagamaan, budaya dan event olahraga
6) Mendorong terlaksananya pemerintahan yang efektif dan efisien.4
B. PEMBAHASAN
1. Kedudukan Sunrang  (Maskawin) dalam Perkawinan
a. Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam
Adanya pemberian Sunrang (mahar) dalam suatu perkawinan, menjadikan hal
tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang
ideal dalam suatu masyarakat adat. Sunrang memegang suatu peranan penting
didalam adat masyarakat Tinggimoncong khususnya di Kelurahan Buluttana terkait
dengan perkawinan adat, karena adanya suatu  kewajiban dalam hal pemenuhan
Sunrang yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki.
Pemahaman masyarakat terhadap Sunrang pada umumnya lebih condong
kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan, jika dilihat  dari besarnya harta
4Sumber Data: RPJM-Renstra Kelurahan Buluttana 2010-2015
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ataupun benda yang menjadi objek dari pemberian Sunrang tersebut, serta kewajiban
pemenuhannya yaitu ketika Sunrang dikeluarkan oleh pihak calon suami  kepada
calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya diperuntukkan
kepada si wanita pribadi atau pun keluarganya, sebagai simbol pemberian perkawinan
yang serupa dengan maskawin (mahar perkawinan) dalam hukum Islam.
Mahar (maskawin) dalam perspektif Islam  maupun Sunrang dalam perspektif
hukum adat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar keberadannya.
Mahar merupakan suatu yang melekat  dalam suatu perkawinan, bahkan dalam Islam
sendiri mahar menjadi syarat keharusan dari suatu perkawinan. Sedangkan dalam
perspektif hukum adat, dalam tradisi masyarakat Tinggimoncong (Buluttana) secara
tegas menyebutkan bahwasanya keberadaan suatu Sunrang merupakan suatu syarat
dalam melaksanakan suatu perkawinan. Adanya kenyataan korelasi makna yang sama
antara mahar dan Sunrang dalam tradisi adat masyarakat, bahwa keduanya
merupakan suatu yang wajib adanya dalam suatu perkawinan,ini yang menjadikan
masyarakat memahani keduanya sama antara mahar (maskawin) itu sama artinya
dengan Sunrang.
Berdasarkan hasil wawancara menurut Jabbir, S.Pdi., bahwa “Sunrang (mas
kawin) merupakan suatu hal yang harus atau wajib dipenuhi oleh pihak calon
penganting laki-laki terhadap pihak calon penganting perempuan. Berkenaang dengan
kedudukan sunrang dalam perkawinan disini adalah merupakan suatu kewajiban atau
keharusan yang patut diadakan atau diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki
terhadap pihak calon perempuan, yakni bahwa jika seorang laki-laki hendak
mempersunting seorang perempuan; Ia harus atau wajib memenuhi atau menyerahkan
sunrang terhadap calon mempelai perempuan yang telah dipinang atau yang hendak
dikawininya”.5
5Jabbir (45 tahun), Pemuka Agama , Wawancara , Buluttana (Link. Palangga), 5 Agustus
2014.
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Mahar harus ditunaikan dan dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki dengan
persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diajukan (telah ditentukan bentuk dan
kadarnya) dari pihak calon  mempelai perempuan sebelumnya yakni sebelum akad
nikah, misalnya mengenai jenis dan jumlah dari Sunrang (mahar) tersebut sebagai
suatu syarat perkawinan.
Dalam pandangan Islam, mahar adalah sebagai penghormatan yang tulus
terhadap kaum wanita, mahar dalam pandangan Islam juga bertujuan untuk
memuliakan derajat kaum wanita, yang pada zaman Jahiliyah kedudukan mereka tak
lebih daripada binatang yang diperjual-belikan. Dan diwajibkannya lelaki membayar
mahar kepada kaum wanita adalah sebagai tanda ketinggian kedudukan mereka, dan
sebagai uang muka dari sebuah bangunan cinta kasih. Ia diberikan oleh pengantin
lelaki kepada pengantin wanita sesuai dengan kesepakatan mereka. Mungkin nilainya
seperempat dinar sampai seribu dinar atau bahkan lebih. Dalam Islam mahar
bukanlah berarti menjual seorang anak perempuan kepada seorang suami.6
Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan itu
dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, pensyari’atan
mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami
isteri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan
peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah
tangga.
6Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph. D, Perkawinan dalam Syari’at Islam (Shari’ah The Islamic
Law),Penerjemah: Drs. H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, S.E, (Cet. II ; Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1996), h. 66
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Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran
dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang
jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban memberi
nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, karena
memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa Ia memiliki tanggung jawab dan
kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan
tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama
mendidik anak.
Mahar (maskawin) adalah merupakan konsekuensi dari sebuah perkawinan, ia
bukan syarat sah apalagi rukun dari perkawinan. Sehingga perkawinan yang
dilakukan tanpa mahar, tetap dihukumi sah.
Kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini
bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan Islam. Rukun perkawinan Islam adalah
5 (lima) hal berikut ini (Pasal 14 KHI):
a. Calon suami;
b. Calon Istri;
a. Wali Nikah;
b. Dua orang saksi; dan
c. Ijab dan Kabul.
Menurut hukum Islam, kelima syarat/rukun tersebut di atas harus dipenuhi
agar perkawinan sah. Karena mahar bukan rukun atau syarat sahnya perkawinan
Islam maka seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI, kelalaian menyebut
jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya
53
perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak
mengurangi sahnya perkawinan. Pada prinsipnya, ketiadaan mahar atau kekurangan
mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan.
Hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang
mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan
berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.firman Allah dalam
surat an-Nisa ayat 24:








Terjemahnya:
Maka karena kesenangan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu
telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS An-nisa’: 24)7
Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu,
maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak
ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkanmya sebagai rukun. Mereka
sepakat menempatkannya sebgai syarat sah bagi suatu perkawinanan, dalam arti
7Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II Jus 4-5-6 (Jakarta: Lentera Abadi,
2010), h. 83.
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perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyah
mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka
perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan,
namun sebagian ulama di antaranya ulama Zhairiyah menyatakan tidak mestinya
mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun
dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.
Agama Islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengika,
namun diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak calon mempelai
perempuan dengan pihak calon mempelai laki-laki dengan syarat kepatutan,
bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan
mempunyai nilai, juga halal menurut syari’ah Islam.
b. Pihak yang Berhak atas Mahar Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam
Menurut Amir (Gallarrang/ketua adat), bahwasanya “Dalam hukum adat
masalah Sunrang (mahar) adalah suatu kewajiban dari pihak calon mempelai laki-laki
terhadap calon mempelai perempuan yang harus  dipenuhi dan tidak bisa ditawar-
tawar lagi, karena sudah ditentukan dalam aturan adat. Dan mengenai tentang siapa
yang berhak atas Sunrang (mahar) tersebut adalah calon mempelai perempuan dan
orangtuanya, dengan kata lain ada campur tangan orang tua dalam  penerimaan
Sunrang tersebut”.Misalnya sebelum akad nikah dimulai kedua orangtua dari pihak
calon mempelai perempuan turut serta dalam menentukan mahar dan apabila mahar
tersebut berupa uang, maka sering kali orangtua dari pihak perempuan menggantinya
dengan tanah yang lebih dikenal dengan istilah Pammodo’bokoang (dalam istilah
adat). Sebagai contoh lain yang membuktikan adanya hak orangtua terhadap Sunrang
(mahar) putrinya, yaitu jika Sunrang (mahar) tersebut berupa sawah, maka panen
pertama itu menjadi milik orangtua.8
8Amir  Gallarrang ( 55 tahun), Pemangku Adat, Wawancara, Buluttana (Link. Buttatoa), 6
Agustus 2014.
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Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita
dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas
kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada
wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak
boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali
dengan ridha dan kerelaan si isteri.
Sebagaimana yang jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dasar hukum
diwajibkannya mahar (mas kawin) adalah QS. An Nisa ayat 4. Ayat inilah yang
menjadi dalil oleh para ulama bahwa mahar dalam pernikahan sepenuhnya menjadi
hak mempelai wanita. Siapa pun orangnya, termasuk orang tua pengantin wanita,
tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengambil mahar anaknya.
Ibn Hazm mengatakan:
 ﺮﻜﺒﻟا بﻷ ﻞﺤﯾ ﻻو– ةﺮﯿﺒﻛ وأ ﺖﻧﺎﻛ ةﺮﯿﻐﺻ– ﺔﺑاﺮﻘﻟا ﺮﺋﺎﺳ ﻦﻣ هﺮﯿﻐﻟ ﻻو ،ﺐﯿﺜﻟا وأ
 نأ ﺎﻧﺮﻛذ ﻦﻤﻣ ﺪﺣﻷ ﻻو ،ﺔﺒﯾﺮﻘﻟا وأ ،ﺔﻨﺑﻻا قاﺪﺻ ﻦﻣ ءﻲﺷ ﻲﻓ ﻢﻜﺣ :ﻢھﺮﯿﻏ وأ
 جوﺰﻠﻟ ﻻ ،ﮫﻨﻣ ﺎﺌﯿﺷ ﻻو ،ﮫﺒﮭﯾ– ﻚﺴﻣأ وأ ﻖﻠط– ﻦﻣ ﺎﺌﯿﺷ اﻮﻠﻌﻓ نﺈﻓ ،هﺮﯿﻐﻟ ﻻو ﻚﻟذ
ﻔﻣ ﻮﮭﻓﺪﺑأ دودﺮﻣ ﻞطﺎﺑ خﻮﺴ
Artinya:
Tidak halal bagi ayah seorang gadis, baik masih kecil maupun sudah besar,
juga ayah seorang janda dan anggota keluarga lainnya, menggunakan sedikit
pun dari mahar putri atau keluarganya. Dan tidak sorang pun yang kami
sebutkan di atas, berhak untuk memberikan sebagian mahar itu, tidak kepada
suami baik yang telah menceraikan ataupun belum (menceraikan), tidak pula
kepada yang lainnya. Siapa yang melakukan demikian, maka itu adalah
perbuatan yang salah dan tertolak selamanya”. (al-Muhalla, 9/115).9
9http://www.konsultasisyariah.com/mahar-milik-siapa-anak-atau-orang-tua/ (Diakses tanggal
15 Agustus 2014).
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Dari ayat dan pernyataan Ibn Hazm tersebut dapat disimpulkan bahwa yang
berhak atas pemberian mahar adalah mempelai perempuan, suami, termasuk orang
tua mempelai perempuan tidak  memiliki hak sedikitpun atas mahar tersebut.
Sehubungan dengan hal itu, terdapat perbedaan yang jelas antara hukum Adat
dan hukum Islam, yakni dalam hukum Adat orangtua berperang penting atau
mempunyai hak atas mahar tersebut, bukan hanya dalam hal menentukan kadar
mahar, tapi juga hak untuk menikmatinya (memilikinya), namun dalam hukum Islam
orangtua tidak memiliki hak apapun terhadap mahar yang diterima putrinya.
2. Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam Perkawinan Di Kecamatan
Tinggimoncong (Buluttana) Kabupaten Gowa
Dalam perkawinan adat Tinggimoncong (Buluttana), adanya  penentuan
Sunrang (mahar) ini berawal dari adanya penetapan “Karaeng Bulu” yang merupakan
salah satu dari Bate Salapang Kabupaten Gowa. Karaeng Bulu juga merupakan
pencetus (pendiri) dari Adat Sampulonrua, yang mana semua anggotanya diberi tugas
untuk mengurusi urusan-urusan adat.
Berbicara tentang kadar Sunrang dalam perkawinan di Kecamatan ini, terbagi
dalam beberapa tingkatan yaitu:
a. Sunrang 16 real
Sunrang 16 real adalah Sunrang (mahar) berlaku bagi masyarakat umum
(Asli Tinngimoncong/Buluttana), dimana 16 real tersebut biasanya dibayar dengan
tunai yakni Rp. 32.0000 (1 real sebanding dengan Rp.2000).
b. Sunrang 14 real
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Sunrang 14 real adalah sunrang yang berlaku bagi masyarakat yang
melakukan Silariang (kawin lari). Perbedaan pemberlakuan sunrang tersebut,
dikarenakan adanya sanksi adat berupa denda, yakni penurunan derajat (kelas sosial).
c. Sunrang 28 real
Sunrang 28 real adalah sunrang yang berlaku bagi pendatatang, maksudnya
dari luar daerah Tinggimoncong (Buluttana) yang hendak mempersunting wanita dari
warga Tinggimoncong (Buluttana) asli, dengan syarat ada penambahan jumlah
sunrang.
Contohya: Daeng Lewang (Parigi) yang hendak mempersunting Dahlia
(Tinngimoncong/Buluttana), dikarnakan Daeng Liwang adalah pendatang (bukan
warga asli Tinngimoncong/Buluttana) maka Ia harus menambah kadar Sunrangnya
dari 16 real menjadi 28, Sunrang tersebut bukanlah sebuah denda, tapi ia merupakan
syarat dalam perkawinan adat Tinggimoncong (Buluttana).
Dalam perkawinan adat tersebut, terdapat dua macam Sunrang yang
diberlakukan yaitu:
1). Sunrang reala (uang), adalah sunrang yang pada saat akad dibayar dengan rupiah.
Sunrang ini biasa juga disebut dengan Sunrang Kasta ( pembagian kelas). Dan
bagi pendatang disebut dengan Sunrang Palili (mahar Pokok).
2). Sunrang Pa’bateang (Harta), adalah Sunrang yang berupa tanah (sawah dan
kebun), emas, dan rumah. Dan jika sunrang itu berupa tanah maka sebelum akad
nikah, pihak dari calon mempelai laki-laki harus menerangkan tentang keabsahan
surat-surat, tempat dan berapa lus dari tanah tersebut baik itu kebun maupun
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sawah. Dalam Sunrang ini ada yang pula yang disebut dengan Sunrang Pa’sili,
yakni Sunrang atas Sele’ (Keris).
Menurut Bachtiar Dg. Dolla, bahwasanya pelaksanaan Sunrang (maskawin)
dalam perkawinan Adat Tinggimoncong (Buluttana) itu sesuai dengan kesepakatan
pada saat ada pembicaraan yakni sebelum akad nikah, atau pada saat pelamaran  dan
Sunrang tersebut diserahkan bersamaan dengan uang belanja.10
Dari uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam pelaksanaan
Sunrang (mahar),baik itu dalam hukum Adat maupun hukum Islam merupakan suatu
yang wajib dan harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki terhadap calon
mempelai perempuan sebagai salah satu akibat dari adanya perkawinan.
10Bachtiar Dg. Dolla (60 tahun), Pemangku Adat, Wawancara Buluttana (Buttatoa), 6
Agustus 2014.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian mengenai pelaksanaan Sunrang (maskawin)
dalam perkawinan, maka dapat disimpulkan yaitu:
1. Kedudukan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan menurut hukum Adat dan
hukum Islam adalah Mahar (maskawin) dalam perspektif Islam  maupun
Sunrang dalam perspektif hukum adat merupakan suatu kewajiban yang tidak
bisa ditawar-tawar keberadannya. Mahar merupakan suatu yang melekat
dalam suatu perkawinan, bahkan dalam Islam sendiri mahar menjadi syarat
keharusan dari suatu perkawinan.
2. Dalam perkawinan adat Tinggimoncong (Buluttana), kadar Sunrang terbagi
dalam beberapa tingkatan yaitu:
a. Sunrang 16 real
b. Sunrang 14 real
c. Sunrang 28 real
Dalam perkawinan adat tersebut juga, terdapat dua macam Sunrang yang
diberlakukan yaitu:
1) Sunrang reala (uang)
2) Sunrang Pa’bateang (Harta)
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3. Dalam hal pihak yang berhak atas Sunrang (mahar) tersebut, terdapat
perbedaan yang jelas antara hukum Adat dan hukum Islam, yakni dalam
hukum Adat orangtua berperang penting atau mempunyai hak atas mahar
tersebut, bukan hanya dalam hal menentukan kadar mahar, tapi juga hak untuk
menikmatinya (memilikinya), namun dalam hukum Islam orangtua tidak
memiliki hak apapun terhadap mahar yang diterima putrinya.
4. Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan
Tinggimoncong (Buluttana) itu sesuai dengan kesepakatan pada saat ada
pembicaraan yakni sebelum akad nikah, atau pada saat pelamaran dan
Sunrang tersebut diserahkan bersamaan dengan uang belanja.
B. Saran
1. Para pemuka agama dan pemangku adat yang berada dikecamatan
Tinggimoncong khususnya di Buluttana  hendaknya menjelaskan arti dan
maksud serta kedudukan dari pemberian Sunrang tersebut, agar tidak timbul
dampak yang tidak baik bagi kalangan masyarakat dan salah pengertian dalam
menjalankan aturan agama yang berkaitan dengan kebiasaan adat masyarakat
setempat.
2. Diharapkan kepada laki-laki yang hendak mempersunting seorang wanita,
hendaklah untuk memberikan Sunrang (mahar) walaupun maharnya tidak
besar, asalkan bermanfaat.
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3. Dan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama bisa
menambah objek penelitian yang hendak diteliti.
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